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BAB II 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA  
LUBUK SIKAPING 
 
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diresmikan pada tanggal 1 Juli 
1961 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Riau, Jambi yang 
pada waktu itu dijabat oleh Bapak H.Mansyur Dt. Nagari Basa dan berkantor  
di Jalan Sudirman No. 21 Lubuk Sikaping. Sedangkan Ketua Pengadilan 
Agama Lubuk Sikaping yang pertama dijabat oleh Buya H. M Djana Lubis 
serta dibantu oleh 2 orang hakim (hakim honor), masing-masing bernama 
Nurdin (Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pasaman) dan H. 
Khalidi Said (anggota MPR/DPR, Ketua Tabligh Islamiyah Indonesia 
Malaysia) serta Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan dibantu oleh 
seorang pegawai honorer yang bernama Ali Amran dan terakhir Purnabhakti 
tahun 1998 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
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Semenjak diresmikan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tahun 
1961 Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengalami beberapa kali 
pindah/menumpang diantaranya sebagai berikut : 
1. Semenjak 1 Juli 1961 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor 
menumpang satu kamar di MAKODIM 0305 Pasaman, yang waktu itu 
DANDIM 0305 Pasaman dijabat oleh M. Ridwan sampai tahun 1962. 
2. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah dan 
menumpang di Kantor Pendidikan Agama Departemen Agama Kabupaten 
Pasaman (sekarang Penais) sampai tahun 1965. 
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3.  Pada tahun 1966 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan 
menumpang di rumah seorang pensiunan Departemen Agama Kabupaten 
Pasaman di Taluak Ambun Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1968. 
4. Pada tahun 1969 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan 
bergabung di Kantor Wali Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping 
sampai tahun 1971. 
5. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan 
bergabung di Kantor Agraria, Veteran dan Pendidikan Masyarakat sampai 
Pengadilan Agama mempunyai kantor tersendiri pada tahun 1981. 
6. Pada tahun 1981 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor di Jalan 
Ahmad Yani Nomor 40 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. 
7. Sejak Januari tahun 2016 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menempati 
kantor baru di Jln. Dr. Hamka No.16 C Lubuk Sikaping yang diresmikan 




Adapun dasar hukum pendirian Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 
adalah keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 1961 
dengan nama Pengadilan Agama Syari’ah Lubuk Sikaping berkedudukan di 
Ibu Kota Kabupaten Pasaman yaitu Lubuk Sikaping berkedudukan dengan 
wilayah hukumnya 12 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten ini, yaitu :
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TABEL II. 1 
DAFTAR KECAMATAN DI KABUPATEN PASAMAN 




1 Tigo Nagari 352,92 26.135 
2 Bonjol 194,32 26.839 
3 Simpang Alahan Mati 69,56 11.799 
4 Lubuk Sikaping 346,5 45.436 
5 Dua Koto 360,63 26.900 
6 Panti 212,95 38.493 
7 Padang Gelugur 159,95 23.801 
8 Rao 236,18 23.986 
9 Rao Utara 598,63 10.663 
10 Rao Selatan 338,98 22.787 
11 Mapat Tunggul 605,29 9.393 
12 Mapat Tunggul Selatan 471,72 9.496 
Jumlah 3.947,63 275.728 
(Sumber : Data BPS Kabupaten Pasaman) 
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagai lembaga peradilan Negara 
sudah memiliki gedung baru yang sesuai prototype dengan luas bangunannya 
1.205 m2. Pembangunan gedung ini dimulai tahun 2011 dan selesai pada 
tahun 2015 kemudian diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua 
Mahkamah Agung RI DR. H. M Hatta Ali, Jakarta yang plakat peresmiannya 
diterima lansung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping saat 
itu Drs. Taufik Ridha. 
Gedung Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping terdiri dari 2 lantai. 
Pada lantai dasar digunakan untuk beberapa ruang yaitu : ruang sidang I, 
ruang sidang II, ruang wakil panitera, ruang panitera muda hukum, panitera 
muda gugatan, ruang PTSP, ruang resepsionis, ruang tunggu sidang, ruang 
pengacara, ruang mediasi, ruang subbag perencanaan, informasi dan pelaporan, 
ruang bendahara, tempat sholat, dan ruang pobaskum serta WC umum. 
Sementara itu pada  lantai II terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, 
ruang panitera, ruang sekretaris, ruang hakim, ruang panitera pengganti, ruang 
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B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 
Adapun visi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah “Terwujudnya 
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang Agung” 
Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, 
mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan 




C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : 
1. Perkawinan 
a. Izin beristri lebih dari seorang 
b. Dispensasi nikah 
c. Hadhanah 
d. Cerai talak 
e. Cerai gugat 
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f. Itsbat nikah 
g. Pencegahan dan pembatalan perkawinan 
h. Penyelesaian harta bersama 
i. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 
umur (18 tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya 
j. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam 
k. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran 
l. Pencabutan kekuasaan wali 
m. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 
kekuasaan wali dicabut. 
n. Hak bekas isteri 
o. Nafkah anak oleh ibu apabila bapak yang seharusnya bertanggung 
jawab tidak mematuhinya 
p. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 
q. Penguasaan anak-anak 
r. Putusan tentang pengesahan anak 
s. Pembebanan kewajiban ganti rugi  terhadap wali atas harta benda anak 
yang ada di bawah kekuasaannya.
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Penentuan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, penentuan 
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing bagian ahli 
waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta 
penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa 
yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. 
3. Wasiat 
Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang 
kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan 
hingga pemilik harta meninggal dunia. 
4. Hibah 
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki 
5. Wakaf 
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk 
memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut 
syari’ah. 
6. Zakat 
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 
hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah 




Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 
menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, 
memberi rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 




Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh 
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala 
semata. 
9. Ekonomi Syari’ah 
Perbuatan atau kegiatan usaha dilaksanakan menurut prinsip 
syari’ah antara lain meliputi : Bank syari’ah, lembaga keuangan mikro 
syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’’ah, reksa dana syari’ah, 
obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, 
sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah dan pengadaian syari’ah. 
Disamping tugas pokok diatas,  fungsi Pengadilan Agama Lubuk 
Sikaping adalah sebagai berikut : 
1. Fungsi mengadili (judicial power) yakni menerima, memeriksa, mengadili 
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 
Agama dalam tingkat pertama.(vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006). 
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2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, 
baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun 
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan 
pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 jo.KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 
Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di 
bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 
sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan 
serta pembangunan.(vide:KMA/080/VIII/2006). 
4. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila 
diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 
5. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 
(teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan 
dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi lainnya : a) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab 
dan rukyat dengan instansi lainnya yang terkait seperti DEPAG, MUI, 
Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian 
dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang 
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diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
 
D. Struktur Kepengurusan dan Uraian Tugas Pengadilan Agama Lubuk 
Sikaping. 
Gambar 2.1 
Struktur Kepengurusan Pengadilan  
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Uraian tugas (jobdiscrition) di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 




a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. 
b. Melakukan peningkatan kualitas, efesiensi, efektivitas kinerja di 
lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. 
c. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang 
profesional, bersih, berwibawa dan berakhlak karimah. 
d. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang hukum 
dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan bagi para hakim dan para 
karyawan lainnya. 
2. Hakim 
a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang 
diserahkan kepadanya. 
b. Menyelesaikan minutasi 
c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dan lain-lain. 
d. Membuat jadwal persidangan (Court Calender). 
e. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 
3. Sekretaris 
a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi dengan 
mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan 
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administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan 
umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai 
dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan. 
b. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran serta pelaporan terbagi 
kepada : 
1) Memantau dan mengawasi penerimaan, PNBP, pembayaran gaji, 
agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola 
dengan benar. 
2) Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, 
kepegawaian umum dan penyelesaian perkara agar dilaporankan 
dengan benar dan tepat waktu. 
4. Panitera 
a. Membantu pimpinan membuat program kerja, baik program jangka 
pendek maupun jangka panjang terkait pelaksanaan dan 
pengorganisasiannya. 
b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan. 
c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak 
ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan 
dikepaniteraan. 
d. Membuat akta, salinan putusan dan salinan penetapan 




5. Panitera Muda Permohonan 
a. Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang 
diterima di kepaniteraan. 
b. Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima kedalam buku 
daftar disertai catatan singkat tentang isinya. 
c. Membuat SKUM perkara permohonan untuk untuk membayar panjar 
perkara kepada bagian keuangan perkara/bendahara penerima. 
d. Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan 
nomor urut kwitansi pembayaran. 
e. Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat 
kepada panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis 
setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama. 
6. Panitera Muda Gugatan 
a. Memeriksa kelengkapan berkas perkara gugatan. 
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan 
c. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara 
gugatan. 
d. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali. 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. 
7. Panitera Muda Hukum 
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara. 
b. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara. 
c. Pelaksanaan penghimpun pengaduan dari masyarakat 
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d. Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor 
Wilayah Kementerian Agama. 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. 
8. Kasubbag Kepegawaian 
a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian 
b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk 
dan surat-surat keluar. 
c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang 
pegawai Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
32
 
9. Kasubbag Umum dan Keuangan 
a. Menyelenggarakan administrasi dibidang umum dan keuangan 
b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga 
lingkungan kantor sesuai dengan bidang umum. 
c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan 
kantor. 
d. Membuat laporan tentang keuangan secara berkala/sesuai dengan 
aplikasi. 
10. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan 
a. Membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, 
analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan 
bahan penyusunan perencanaan dan melakukan penyiapan bahan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
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b. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan, IKU (Indikator Kinerja 
Utama), Renstra (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kinerja Tahunan), 
PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan) dan RKA (Rencana Kerja dan 
Anggaran) 
c. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website dan 
melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi. 
d. Mengelola, menyetor PNBP dan membuat pembukuan PNBP.33 
11. Jurusita/Jurusita Pengganti 
a. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses 
pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan 
sesuai hukum  acara. 
b. Menjalankan penetapan sita dan putusan hakim (eksekusi) 
c. Membuat berita iklan / pengumuman bagi perkara ghoib dan 
pelelangan putusan atas sengketa.
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Untuk struktur kepengurusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 
penulis mengambil dari papan nama struktur Kepengurusan Pengadilan 
Agama Lubuk Sikaping sedangkan uraian tugas (jobdiscrition) Pengadilan 
Agama Lubuk Sikaping penulis mengambil dari laporan tahunan 
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018 yang penulis ambil pada 
tanggal 29 Januari 2019. 
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